SALINAN

LURAH TAMANTIRTO,
KAPANEWON KASTHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah,

Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer

Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong

Kalurahan, Staf Honorer  Kalurahan, Dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun
2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7059);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134
Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam
Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
64 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024  (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan
Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi
Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2024 Nomor 43);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang
Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang
Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 24);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2024 tentang
Pedoman  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2024 Nomor 70);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 2
Tahun 2018);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tamantirto Tahun  2018-2024 (Lembaran Desa
Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 2
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa
Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun
2018 - 2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2026 (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 9 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Tahun 2020 Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pemanfataan Tanah Kalurahan Tamantirto

Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 5);



30. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 6 Tahun 2021

31.

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kalurahan Tamantirto Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun
2024 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor ... Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tamantirto

Tahun 2025 Nomor...).



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
Dan

LURAH TAMANTIRTO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang
diubah Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf

Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dukuh diberikan penghasilan tetap setiap bulan;

(2) Besaran Penghasilan tetap Dukuh setiap bulan ditetapkan sebagai
berikut sebesar Rp. 2.628.800,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

(3) Selisih kurang bayar dari bulan Januari sampai dengan bulan

Oktober 2025, penghasilan tetap Dukuh akan dibayarkan pada bulan
Oktober 2025.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Staf Pamong Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan;



(2) Besaran Penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan setiap bulan
ditetapkan sebesar Rp. 2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu
ribu rupiah);

(3) Selisih kurang bayar dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober
2025, penghasilan tetap Dukuh akan dibayarkan pada bulan Oktober
2025.

Pasal 2

(1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada Tanggal 10 Oktober 2025

LURAH TAMANTIRTO,

TTD
WISNU ARDI
Diundangkan di Tamantirto
Pada Tanggal 10 Oktober 2025
CARIK TAMANTIRTO,
TTD
SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON
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